
 

 
 

 BUPATI TANAH BUMBU 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 
NOMOR  6  TAHUN   2011 

 
TENTANG 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

KABUPATEN TANAH BUMBU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TANAH BUMBU, 

Menimbang      :   a. bahwa dalam rangka optimalisasi penanggulangan 
bencana yang merupakan pelaksanaan Pasal 25 Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana, perlu membentuk  Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;  

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok 
dan Susunan Organisasi  Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu; 

Mengingat    :       1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974  tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  43 Tahun 
1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 
Tahun1974 tentang  Pokok-Pokok Kepegawaian  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor  
169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten 
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4265); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );  

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723 ) ;  

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234) ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan 
Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam 
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan  dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor  38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  4741); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4828 ) 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22  Tahun 2008 tentang  
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, 
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Tambahan Lembara Negara republik Indonesia nomor 
4829); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23  Tahun 2008 tentang  
Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing 
Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana 
(Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 44, Tambahan Lembara Negara republik Indonesia 
nomor 4830); 

14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang   
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan; 

15. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tantang Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 
Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 46 Tahun 2008 
tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4               
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah  
Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 
Dan 

BUPATI TANAH BUMBU 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan      : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI 
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 
KABUPATEN TANAH BUMBU. 

 
BAB   I 

KETENTUAN UMUM 
  

Pasal   1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupatan Tanah Bumbu. 

3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.   

5. Badan Penanggulangn Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 
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6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Kepala Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 

7. Pengarah Penanggulangan Bencana adalah Pengarah Penanggulangan 
Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah 
Bumbu.  

8. Pelaksana Penanggulangan Bencana adalah Pelaksana Penanggulangan 
Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah 
Bumbu.  

9. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 

10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, 
baik oleh faktor alam/atau faktor nonalam maupun faktor manusia 
sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 

11. Penangulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi 
penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, 
kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. 

12. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai 
upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana 
baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan. 

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional di 
lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah 
Bumbu yang penetapannya dilakukan dengan peraturan perundang-
undangan. 

 
BAB II 

PEMBENTUKAN,  KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK  

Bagian Kesatu 
Pembentukan 

 
Pasal  2 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD). 
 

Bagian Kedua 
Kedudukan 

Pasal  3 
(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah unsur pendukung 

pemerintahan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

 
(2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang kepala 

badan. 
 

 
Bagian Ketiga 
Tugas Pokok 
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Pasal  4 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas: 

a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Bupati 
dan badan nasional penanggulangn bencana terhadap usaha 
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, 
penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara; 

b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan 
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana; 

d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; 

e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada 
wilayahnya; 

f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala 
daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi sebulan sekali dalam kondisi 
normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; 

g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; 

h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari 
anggaran pendapatan danbelanja daerah; dan 

i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 

 
BAB   III 

ORGANISASI 
Bagian Kesatu 

Susunan Organisasi 
 

Pasal  5 
(1)  Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari: 

a. Kepala; 

b. Pengarah Penanggulangan Bencana;  

c. Pelaksana Penanggulangan Bencana. 

(2) Bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan  Daerah ini. 

 

Bagian Kedua 
Pengarah Penanggulangan Bencana  

 
Pasal 6 

(1) Pengarah penanggulangan bencana mempunyai tugas menyusun konsep 
pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah, memantau dan 
mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.  

(2) Keanggotaan pengarah penanggulangan bencana terdiri dari : 

a. pejabat pemerintah daerah terkait; dan 

b. anggota masyarakat professional dan ahli dibidangnya.   



 6

(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengarah penaggulangan bencana 
ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Ketiga 
Pelaksana Penanggulangan Bencana  

Pasal 7 
(1) Pelaksana penanggulangan bencana berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada kepala badan penanggulangan bencana daerah.   

(2) Pelaksana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 
satu (1) mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara 
terintegrasi meliputi : 

a. Prabencana; 
b. Saat tanggap darurat; dan 
c. Pascabencana. 

Pasal 8 
Susunan organisasi pelaksana penanggulangan bencana terdiri atas : 

a. Kepala Pelaksana, membawahi : 
1. Sekretariat, terdiri dari : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan 
c. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan. 

2. Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan terdiri atas : 
a. Sub Bidang  pencegahan; 
b. Sub Bidang  kesiapsiagaan; 

3. Bidang kedaruratan dan logistic terdiri atas : 
a. Sub Bidang  kedaruratan; 
b. Sub Bidang  Logistik; 

4. Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi terdiri atas : 
a. Sub Bidang  Rehabilitasi; 
b. Sub Bidang  Rekonstruksi; 

b.  Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 9 
Pelaksana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
dapat membentuk Satuan Tugas. 

BAB  IV 
KEPEGAWAIAN DAN ESELON 

 
Pasal 10 

(1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah 
jabatan struktural eselon IIb.  
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(2) Kepala sekretariat dan kepala bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
adalah jabatan struktural eselon IIIa.  

(3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah jabatan 
struktural eselon IVa.  

(4) Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari 
jabatan struktural dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 11 
Pengisian jabatan Pelaksana penanggulangan bencana berasal dari Pegawai 
Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, 
keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana. 
 

BAB  V 
PEMBIAYAAN 

                                                     
Pasal  12 

(1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah. 

(2)  Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
kepada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten dapat diberikan 
bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
BAB  VI 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal  13 
Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan 
Daerah ini,  sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya  akan ditetapkan 
kemudian oleh Bupati. 
 

Pasal  14 
Peraturan Daerah  ini  mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan 
penempatannya dalam  Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 3 Agustus 2011  

           BUPATI TANAH BUMBU, 
ttd 

                                   MARDANI H. MAMING 
Diundangkan di Batulicin 
pada tanggal  3 Agustus 2011 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, 
               ttd 

                       GUSTI HIDAYAT 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
TAHUN  2011   NOMOR 6  







 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 

NOMOR 6 TAHUN 2011 
 
 

TENTANG 

 
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS 

POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI  BADAN 
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

KABUPATEN TANAH BUMBU 
 
 
 

 
 

 

BAGIAN HUKUM SETDA 
TAHUN ANGGARAN 2011 

 
 

             

 
           
 
 


